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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 19/MK/PK/2025 Tentang
Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak
Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2025, perlu melakukan perubahan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 dengan menetapkan Perubahan Peraturan
Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/MK/PK/2025 Tentang Penundaan Penyaluran Dana
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap
Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Nomor 5);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7

TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
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1. Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa tahun
anggaran 2025 yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 11A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11A

Dalam hal terdapat perubahan rincian ADD, Dana BHPD dan/atau Dana
BHRD untuk setiap Desa pada tahun berjalan, maka tahapan penyaluran
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika perubahan rincian ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD
ditetapkan setelah tahap I disalurkan dan tahap II belum disalurkan,
maka penyaluran tahap II disalurkan sebesar sisa ADD, Dana BHPD dan
Dana BHRD yang belum disalurkan;

b. jika perubahan rincian ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD
ditetapkan setelah tahap I dan tahap II disalurkan, maka dapat
dilakukan penyaluran tahap III dengan jumlah sebesar sisa ADD, Dana
BHPD dan Dana BHRD yang belum disalurkan.”

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 24.
Amuntai, 9 [0? X

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA N HUKUM,

RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007



